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RINGKASAN 

 

Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. hanyalah sebatas pada pembuatan, 

penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan 

pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tidak ada sanksi 

yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris 

kepada Notaris pemegang protokol. Kegiatan operasional kantor yang sedang berjalan akan 

berhenti seketika apabila Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Selain permasalahan 

mengenai protokol Notaris, dengan meninggalnya Notaris akan meninggalkan pula banyak 

permasalahan, baik itu mengenai urusan kantor, pekerjaan kantor dengan sesama Notaris, 

pekerjaan dengan developer, bank maupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan 

jasa pelayanan dari Notaris tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa tugas Notaris adalah 

mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara parapihak yang secara 

mufakat meminta jasa Notaris.  Hal-hal tersebut tidak bisa diselesaikan karena Notarisnya telah 

meninggal dunia, sedangkan disisi lain hal-hal tersebut menyangkut hak dari para klien kantor 

sehingga perlu untuk segera dicarikan solusi untuk penyelesaian pekerjaan kantor. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa terkait tanggung 

jawab Hukum terhadap Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya ketika telah 

meninggal dunia, dan untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian akta Notaris yang belum 

diselesaikan setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. 

 Hasil penelitian diperoleh bahwa seseorang yang telah meninggal telah kehilangan 

kewajibannya untuk bertanggungjawab secara hukum, Sehingga notaris yang belum 

menyelesaikan kewajibannya ketika telah meninggal dunia merupakan kewajiban dari ahli 

warisnya karena berdasarkan Pasal 63 ayat 2 UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

menyebutkan “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan 



Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh 

Majelis Pengawas Daerah”. Sehingga Protokol Notaris yang mana merupakan kumpulan 

dokumen arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, yang mana hal tersebut 

ketika notaris meninggal dunia mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan 

protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Notaris lain yang 

telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol, yang mana hal tersebut 

didasarkan dalam Pasal 63 ayat (2) UU No 30 Tahun 2004 tentang notaris menyebutkan 

penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang 

ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Dan kedua terkait pengaturan penyelesaian pekerjaan 

notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa: “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang 

yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang 

meninggal dunia”. Sehingga, saat Notaris meninggal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan 

Notaris itu segera di tunjuk Pejabat sementara Notaris yang syaratnya terdapat di Pasal 33 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci  : Penyelesaian Kewajiban Notaris, Belum Terselesaikan, Setelah Meninggal 

Dunia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa terkait tanggung jawab 

Hukum terhadap Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya ketika telah meninggal 

dunia, dan untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian akta Notaris yang belum diselesaikan 

setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan metode penelitian yang 

digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para 

ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji 

bahan hukum Adapun Hasil penelitian diperoleh ketika notaris yang belum menyelesaikan 

kewajibannya ketika telah meninggal dunia merupakan kewajiban dari ahli warisnya karena 

berdasarkan Pasal 63 ayat 2 UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Sehingga Protokol 

Notaris yang mana merupakan kumpulan dokumen arsip negara yang harus disimpan dan 

dipelihara oleh notaris, yang mana hal tersebut ketika notaris meninggal dunia mengakibatkan 

segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus 

segera diserahkan kepada Notaris lain yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah selaku 

pemegang protokol, yang mana hal tersebut didasarkan dalam Pasal 63 ayat (2) UU No 30 

Tahun 2004 tentang notaris, dan kedua terkait pengaturan penyelesaian pekerjaan notaris yang 

tertunda karena notaris meninggal dunia terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa: “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk 

sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal 

dunia”. Sehingga, saat Notaris meninggal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan Notaris itu 

segera di tunjuk Pejabat sementara Notaris yang syaratnya terdapat di Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Settlement of Notary Obligations, Unresolved, After Death. 

 

The purpose of this research is to examine and analyze the legal responsibilities of Notaries 

who have not completed their obligations when they die, and to examine and analyze the 

settlement of Notarial deeds that have not been completed after the Notary concerned dies. 

Meanwhile, the research method used is normative legal research, namely a method that uses 

primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert 

opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal 

materials. The research results were obtained when a notary who has not completed his 

obligations when he dies is an obligation of his heirs because based on Article 63 paragraph 

2 of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, the Notary Protocol is a collection 

of state archive documents that must be kept and maintained by a notary, which is When a 

notary dies, all his responsibilities end and the Notary's protocols in question must be 

immediately handed over to another Notary who has been appointed by the Regional 

Supervisory Council as the protocol holder, which is based on Article 63 paragraph (2) of Law 

No. 30 of 2004 regarding notaries, and secondly regarding the arrangements for completing 

notary work which is delayed because the notary dies, contained in Article 1 paragraph (3) of 

Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the 

Position of Notaries, which reads that: " A temporary notary official is a person who 

temporarily serves as a notary to carry out the office of a notary who has died." So, when the 

Notary dies, to complete all the Notary's work, a temporary Notary Officer is immediately 

appointed, the conditions for which are contained in Article 33 of Law Number 2 of 2014 

concerning the Position of Notary. 
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